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BAB IV
PENUTUP

Kesimpulan
Kesamaan hak dalam demokrasi merupakan sesuatu yang diamantkan

oleh Pancasila dan UUD NRI 1945 oleh karena itu, setiap orang, dan
atau partai politik memiliki hak yang sama dalam konteks pencalonan
presiden dan wakil presiden di Indonesia yang kemudian persyaratan
pencalonannya telah diatur pada Pasal 6 ayat (1), Pasal 6A ayat (1), (2)
dan ayat (3) UUD NRI 1945, Adanya ketentuan presidential threshold
pada Pasal 222 Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2017 merupakan
konfigurasi yang menambahkan persyaratan tertentu atas Pasal 6A ayat
(2) UUD NRI 1945, sehingga menimbulkan problematik, Adapun
kebijakan open legal policy yang dimiliki oleh badan pembentuk
Undang-Undang dalam menerapkan sistem Presidential threshold
adalah keputusan yang melanggar moralitas, rasionalitas dan
ketidakadilan yang intolerable, apalagi pada Putusan MK Nomor
14/PUU-X1/2013 telah mengamanatkan bahwa pemilihan umum
dilaksanakan secara serentak, Sehingga penerapan sistem presidential
threshold pada Pasal 222 Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2017
adalah aturan yang bersifat inkonstitusional terhadap Pasal 6A ayat (2)
UUD NRI 1945;

Penerapan presidential threshold pada Pasal 222 Undang-Undang
Nomor. 7 Tahun 2017 ialah pelanggaran institusional yang
bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945 dan hak asasi
manusia yang dipertegas pada Pasal 21 ayat (1) Deklarasi Universal
Hak Asasi Manusia, juga telah menimbulkan akibat hukum terhadap

konfigurasi demokrasi di Indonesia, yaitu, (1) Hilangnya hak



1.2.
1.2.1.

1.2.2.

demokrasi, (2) Timbulnya oligarki partai politik (3) timbulnya politik
transaksional dan (4) Timbulnya Publik Distrust Terhadap
Pemerintahan, sehingga untuk dapat mengembalikan konfigurasi
demokrasi yang sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD NRI 1945
dalam rangka mencapai negara yang adil dan makmur maka penerapan
presidential threshold dalam pemilihan umum presiden dan wakil
presiden harus dihapuskan.

Saran
Pemerintah dan DPR sebagai lembaga pemerintahan yang memiliki

hak konstitusional sebagai pembentuk Undang-Undang, sudah
seyogyanya mencermati dan meneladani konsep pembentukan
Undang-Undang dengan wisdom, adil dan mengesampingkan
kepentingan pribadi, parpol demi kepentingan umum (Rakyat) dalam
kapasitasnya yang memiki kewenangan dalam pembentukan Undang-
Undang atas perintah yang diamanatkan oleh konstitusi. Dalam konsep
negara hukum, setiap aturan yang di hasilkan oleh lembaga yang
berwenang dalam membuat peraturan, haruslah peraturan yang adil,
bermanfaat dan mengayomi setiap warga negara, sebab aturan tersebut
akan ditaati dan dilaksanakan bersama-sama oleh setiap warga negara
sehingga haruslah peraturan hukum tersebut tidak mencederai hak-hak
sebagian warga negara agar tidak terjadinya ketimpangan hukum
dalam prakteknya.

Penerapan sistem presidential threshold dalam pemilihan presiden dan
wakil presiden sejatinya tidak mengakomodir hadirnya calon presiden
yang mampu secara ideologis dan sesuai dengan keinginan rakyat,
melainkan berpotensi hanya akan menghadirkan calon pemimin yang

sesuai dengan keinginan partai politik yang belum tentu dapat



mewujudkan kesejahteraan rakyat, selain itu presidential threshold
hanya akan menimbulkan politik oligarki dan menjadi alat untuk
melanggengkan kekuasaan bagi partai politik tertentu, sehingga
menjadi perlu untuk mahkamah konstitusi dan pemerintah sebagai
lembaga yang memiliki kewenangan penguji dan pembentuk Undang-
Undang melakukan evaluasi dan atau peninjauan kembali terhadap
ketentuan presidential threshold yang diatur pada Pasal 222 Undang-
Undang Nomor. 7 Tahun 2017 tersebut agar dapat menciptakan proses
pemilihan umum yang benar-benar demokratis serta mengakomodir

aspirasi yang dimiliki oleh setiap warga negara.
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